
BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Katir:rgan Nomor 9 Tahun 2Ot6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Katingan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta
Tata Keqa Staf Ahli Bupati Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembenhrkan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Larnandau,
Kabupa.ten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tatrun 2AO2 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180h

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2AO3 tentang
Keuangan Negara {Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOg Nomor 47, Tafiabahan krnbaran Negara
Reprrblik lndonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendah araan Negara (I*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 bntang
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah h.rsat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 726, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o1-l tentang
Pembentukan Peraturan Pen-mdang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipitr Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9al;

2.

3.

4.



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
pemerintahan -baerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871,

sebagaimana 
-telatr &ubah beberapa kali terakhir,

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentasg
penrbahan feiua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tatrun 2aL4 tentang Pemerintahan Daerah fl,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oI5 Nomor 58,

tamuarran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peratgran Pemerintah Nomor LOO Tahun 2OOO tentang
pengangkatan Pegawai Negeri sipil _dalanrr Jabatant
Stlfrrrlraf {6mbaran Neg:rra Republik lndonesia Tahun
2OOO Noaor 197, Tambahan L€rnbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O1S) sebagaimana telatr diubatt
dengan Perahrran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2aa2

ten{ang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

IOO tintang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan dt".rkt rr"t flembaran Negam. Republik
Indonesia Tahun 2oa2 Nomor 33, Tarrbahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor a19a);

g. Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2ao5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepirU6t Indonesia faf*rn 2OOS Nomor 140, Tambahan
trmuaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

1O. Perattrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 Tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pe:rrerintah Daeruh (l*'mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

11. Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2ot6 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara

nef,uUfit Indonesia-Tahun 2AL6 Nomor 114, Tambahan
f.emUran Negara Republik trndonesira Nomor 588fl;

12. Perahrran Presiden Nomor 87 Tatnm 2aL4 tentang
peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 72

Tahun 2alt tentang Pembentukan Peratrrran
Penrndang-Undangan firmbaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2014 Nomor L99l;

13. Perahrran Daeratr l(abupten l{atingan Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan susunan Perang@t

Daerah lklupaten lktingan firmbaran Daerah
Ikbupaten h('crtingan Tahun 2AL6 Nomor 65);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2ot5
tentang Pembentukan Prodllk Huklm Daeratr (Berita

Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

PERATURAI{ BUPATT TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGAI.IISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEIrTA TATA KER'A

STAF :,}ILI BUPATT.

Menetapkan :



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalafi Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

i- pemerintaha' Daerah adalah penyelenggaraa* Unrsan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Deqran

Perwakilan Rakyat Daerah menurut a.sas otonomi dan

T,rga. Pembaniuan dengan prin1p gtonomi sehras-

tuisnya dalam sistem dan prinsip l"e1a Kesatuan

i"p,rtfia Indonesia -di1$sud 
dalart

u"a"ns-undang Dasar Negara Repubtk Indonesia Tahun

1945.

2. pemerintah Daemh adalah kepala Daerah sebagai ulls.ur
penyelenggara Pemerintatran Daeratr yang
'p"dksa*"rn Urusan Pemerintatran yang menjadi

kewenangan Daerah otonom'

3. Daeratr adalah Kabupaten Katingan'

4- pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

I(abupaten lfutingan.

5. Bupati adalah BuPati Katingan'

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan'

7. s€kretariat Daerah adatah sekretariat Daemh Ifubupaten

IGtingan.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

l{attngan.
g. staf Ahli Bupati Iktingan yang selanjutnya disebut staf

Atdi.

1O. Daeratr otonom yang selarrjutrrya disebut Daeratr adalah

kesatuan *""yrt tit hukum yang mempurryai batas-

batas wilayah y"t S berwenang mengatur dan mengurus

Urusan pemeitndtran dan kepentingan
setempat *"rrrr*rt prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

-r*y"rat "t dalam- sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

11. Unrsan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahaanyangwqiibdisetenggarakanolehsemua
Daerah.

12. Umsan Pemerintahan Pitihan adalatr unrsan

PemerintatranyangwajibdiselenggarakarrolehDaerah
sesuai dengan potensi yffigdimiliki Daetah,

13. Pelayanan Dasar adatah pel,ayanan publik unttrk
memernrhi kbbutuhan dasar warga negara'

14. Satuan Kerja Perangt<at Daeratr yang gelarrj-utnya disebtrt

SKPD adalah safiran perangkat daeratr Kabupaten

Katingan.

15. Jabatan F\rngsioaal Umum adalah kedudukan yang-- 
menunSukkan tugas, tanggung jasrab, dan-hak
s"".oring CplgS 

"au,, pUS aaUm suahr sataran organisasi

y""g dJ; pehksanaan tugalnya didasarkan pada

["6"o*pilrl1 iertentu dan untuk kenaikan pan$atrya
tidak disyaratkan dengan anglca kredit'



BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI STAF AHLI

Bagan Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

t1)StafAttliberkedudrrkansebagaipmbaltuBupatidalam! ' memberikan rekomendasi terhadap isu-isrr strategis serta

tetaahan terhadap masalah pemerintahan daerah'

(21 Staf Ahti nupati sehgaimana dimaks'd pada ayat (1)

terdiri :

a. staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintatran dan Politik;

b.StafAhliBidangKesejatrteraandansumberDaya
Manusia;

c.StafAriliBidangEkorromi,Keuarrgarrdan
Pembangunan.

{3) Kedudukari staf Ahli berada dibawah dan

bertanggungiawab kepada Bupati'

Ba.gan Kedua

ffi"i
Staf Ahli mempurryai fungsi, sebagai berikut :-

a. Pelaksanaan 
-Pemberian 

rekomendasi dan pertimbangan

mtngenai Huktrm, Pemerintahan dan Politik;
b. Pelaksanaan Pemberian rekomendasi dan pertimbangart

mengerrai Kesejahteraal dan Sumber Daya Marrusia;

c. pelaksanaan femberia, rekomendasi da, pertimbanga*

mengenai Ekonomi, Keuangan galPemb-qtsunan;
d.Pel,aksanaanturgaslainyangdifufil<anolehBupati'

BAB III
TUGAS STAFAHLI

Bagiarl Kesattr
staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintatran dan Politik

Pasal 4

untuk melakmnaken fungsi sebagaimana _dimaksud dalam

il""l 3 h,,a,I' ;, S*f Rhli-bidang Hukum, Pemerintatran dan

Politik tugas baik aiminta dan atar. tidak diminta

memberikan masutariatau telaahan, k4iian dan pertirnban-gan

a"p"a" g.,p"ti untuk pengambilan dan pelaksanaan kebiiakan

A' bidan* Hutum, Pemerintahan dan politik dalam

penyelenggaraan pemerintat'an daerah, yang meliputi :

;. - 
Hudun dan Feraturan Perundang-Undangan;

;. penegakan Hukum dan Masatah Hak azasi Manusia;
c. Pelaksanaan dan penegakan Peraturan daerah;

d. Penyelesaian senglreta pemerintah daerah;

e. Hu6r,rngan antar lembaga dan politik;
f. Pendidikan Politik;
g.Pembinaankehiduparrberbarrgsadarrbernegara;
L Perlindungan masYarakat;
i. Pengembigan 

-serta peningkatsn - penyelenggaraan

perierintatran umum dan otonomi daerah;
j. iAministrasi daerah;
k. Kerjasama antar daerah;
1. perianahan/keagarariaandanbataswilayatr;
m. Administrasi kefrndudukan dan pencatatan sipil;



n. Ketenteraman dan ketertiban;

o. Kehr:masan dan Protokoler; dan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman3 dimaksud datam

pasat 4, Staf AffiT;anJHu#;temerintatEn dan Politik'

melalrukan lr"gl*h-langkah sebagar -k'iryl ' ,

a. rrr"rrsu*p.ffi;;fh* da; d"\Y*-terl€it dengart

perkemhngan penyelenggaraan pemerinahan sebagai

b. Iffff,Hfl;onitoring sit,asi da, koldisi vang terjadi

ai***yrt"ft't itit'it J""g"o dinamika dan oerkembangan

penyelenggaraan pemerintafran' terutama' pda tingkat

kecarrratai, kelurahan dan desa;

c. Melakukarr kqiiarr --d*t s""Ii"" terhadap dampak y*tg

ditimbulk;;"h di**t'ik" p.rtcemUangan pemerintahart

yang t"tp";sr''h . tirhadap penyelenggaraan

il.niti"t"tt xr daerah; da/r

d. f,denyusun konsep pemikiran kqiian fff,.Tgffip"m"rirrt"t'ai;ti'k disamPaikan **-g
bahan pJffib"tu*t kebijikan yang Perhr diambil dart

dilaksanakan oleh pemennjtahan daeratr'

Bagian Kedua

staf ahli bidang x""":Jffi-aao sumber DayaManusia

Untrrkmelaksanakanfungsisehgamarrldimaksrrddalam
Pasal 3 huruf b, Staf Ahli bid;; ftsejahteraan dan Sumber

Daya Manusia ["*p*y"i tt'e""i"ik di*it't" dan atau tidak

diminta *.-till ;*-d; "ttt' telaahan' kajian dan

pertimbangan 
--io'p"a* 

-P-lq;6 
unhrk pngambilan dan

pelaksanaan.k;ifik"' dibiaang kesejahteraan da' S,srber

Daya ru*.r*,"t-I&'*- penyebn[garaan pemerintatran daerah

meliPuti:
f - --P"rrY"l"ogg"""" 

P€n+dikan;
b. PenYelenggaraan kesenatan;

c. Keaganaan;
e. KeSmudaan dan olahraga;

;. sosiat dan ketenagakerjaat';
f. Penanggulangan bencana; 

r

s.. Pemberdayaai p"t"*pu'o dan keluarga berencana;

t-. PemberdaYaanmasYarakat;
i. Penyebn[ggra^an pelayanan publik 

r

i- Kelembaffi danpendayagunaan aparahrr;

'i. ;;;il;; pedagang kaki lima; dan

l. Pengembangan pot"""i -Uudaya daerah Kabupaten

Iktingan'

Pasal 7

Datam melaksanakan hrgas sebagaimana. aimat<sud dalam

Pasal 6, sd"Ahti tid"g r"g"lit:raan dan Sumber Daya

Marrusia, *.Liitt" f"og['h-1otgk"*-t sefqai berikut :

a. rrr"rrs*fft;ffi-;"fr"t d; dah-data terkait dengart

perkem-bangan -*1ry"i kesejahteraan dan sumber daya

mamlsra sebagai ba}ran kajian;

b. Melakukan uonitoring ;itl; dan kondisi yang terjadi di

*"ry*ffia ierkait a""grn ai"t*itt dan perkembangan

kesJlahteraaan dan sumber daya marrrsla;



c. Melakukan kadian dan analisa terhadap dampak yang

ditimbulkan Gt, p"'*"""r"t'u,' tesejahteiaarr darr sumber

daya *'ot'"i* yang berpengartrh terhadap

p"ry"t *gs;;; nelirinl{an daerah;

d. Men5msun 
- ko"i"p ***; kaiitn dibidang

kesejahteraan dal ut'*f"t daya 
- 
manusia untuk

ai""-p,*J- kepada Bupati 
-oU"g"i b+'*' oertimbangan

kebijakan yarrg -p"'l'" di;;;;*' dilaksanakan oleh

Pemerintah daerah'

Bagian Ketrga --
staf Ahli BuPati ?ffi5$1i' 

Keuangsn dan

Pasal I

Untuk melaksan dlarl fungsl- sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 huruf b, staf At li B;";; Ek""g{, Keuangan dart

pembangunan *L*p"rv"i **Jfu diminta dan atau tidak

diminta -"*#til-;""rk;" 
;*" telaahan ' kajian dan

p"'ti*u,,,s"o -ffi* ?ffi,-tm,-f"f,ffiX#, ffipelaksanaan E:'pYi^-::t:;;. ,.., o"n*rintahan daerah,
oembangunan d"'i;* penyelenggaraan perner

V.rrS meliPuti :

a. Pemgcmbangan potensi ekonomi daerah;

b. perefonomiir dan penartaman modal;

c. ' Perdagangan danjasa;

il KoPeiasi dan UMKM;
e. Pertanian, perikan3n' peternakan dan ketahanan pangan;

i. PendaPatan daeratu
o Peneelolaan keuangan daerah;

t. irJA usaha milik daerat:;

i. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;

j. PerencanlaiP"*u"tst-"ndaerah;
k. Penataan nlang Perkotaarr:
1. Pemgembangan p'""* dan sarana lisik perkotaaan;

m. e"og"*b;;; transportasi perhubungan;

n. Pengembangan system rJ"*i"*i dan komurrikasi;

o. Perlindungan dan pengelolaan linglrungan hidup;

o. eengelo;;;tebersihan dan persarnpahan; dan

[ ;;ffib""g"" insfrastrukhrr kepariwisataan'

Pasal 9

Dalafil melaksanakan tary3: dimaksua dalam

Pasal 8, ;#*Ahlt 6id*;;kt"t*i' keuangan dan

p"*u*srt';;otrJJo,, r"I-d'h-langkatr sebagai berikut :

a. Mengumpulkan bafran*-En data-data terkait dengan

perkem*ngan siarasi -ekonomi' keuangan dan

pemuarrffian *P"gf lahan 
kajian;

b. Melak,kan monitoring;it r;-i 
"ian kondisi yang terjadi

oi**"vifriJtett"it 4""g"" anTf1 -d"t 
perkembangan

c. *fffi r"uffi, 
-ffi -#f r ffi:ffi @'*^J^*:

pengetolaan keuangan dan pembangunan yar:g

berpenganrhterhadaf-penyelenggaraarrpemerintaharr

d. fftffi;* konsep pemikira' kajian--ekonomi, keuangan

dan pemhnsul3an ;;;-&;;p'ik" kepada Brrpati

sebagai baha, pertimtanEm;"q+*t yang p*t' diambil

dan dilaksanakan oleh peirerintah daerah'



Bagian KeemPatfts*m?r*u

Selain melaksanakan fungsi 
- 
sebagqlpala diSaksua dalam

pasal 3 huruf d, staf ar*i aapai"ouetk"n firgas lain oleh

Bupati, Yang meliPuti :

a. Penyeliaan ti"ia"*pngu' leruryusan kebliakan urnum
4' 

;;*;^t5ud Pemerintah daerah;

b. Penyeliaan/pendampingan penlru$rnan rerlcana kerja

;*A*"" dtrA} darkegiatan SI(PD;

c. Menjadi k;;;;i""t"t f"gi"tt" dalam pelaksanaan suatu

teUiiattan Pemerintah daerah;

d. fvfenfaai anggotgBlaPqakat;
e. Mewakili nupati dalam pngendalian disiplin aparatur

melalui uiJJ-a* pengartuitan apl di SKPD;

f. rvrendampiffi ilL'*"?i"ai-ot"*ir mern'akili Bwati dalam

*rrrgrr*diri--for.r*-forum, 
-*.*irr"r, 

ralrat-rapat ditingkat

l"k t, regional mauPur' nasional;

g. Mendampingi dan atau.*"*'tiii Bupati dalam membuka

*."t*-*""o?taittt*" dan ahu aon kedinasan;

h.fvfAan*ankoreksi''att'ia'rtsubstansipadasetiap
naskah pidato Bupati; dan 

r oleh Bupati.
i. Melakutan tt'g""Ja'g*t lain yang diberikar

BAB TV

TATA KER"IA
Pasal 11

StafAhtidalafilpelaksanaanfrrgasnyabertanggungiawab
langsung kepada -,?"p.11 

dan secara administratif

ait3otaii""itut' oleh Sbkretaris Daemh'

Pasal 12

{U Dalam melaksanakan - 
tugasnya--:F Ahli wafib

menerapkanprinsiptoordinali,integrasi,sinkronisasidan

"iropria"*rilrrgrrr' "*ufiri"-d*rrltt 
dan satuan kerja

p"ti"sk"i daeritr (SKPD). sesuai bidang hrgasnya

(zl nru*g.t 
*f,J'jf;t'f 

Alili dengan *T* kerja perangf,at

daerah t$gili'L*ir"t kgnsurtasi dan koordinasi'

{3} staf 
^hll- 

-JJam meutsanakar, ftrgas berdasarkan

kebijakan Yrrrtg di#;ka' 'Y*d 
dan wajib

menyampaikan laporan-pefiksanaan tugas kepada Bupati

secara UJtft"f" *"f"n'i Setottaris Daeratr'

Pasal 13

(1) Guna menunjang tugasnya' Staf Ahli dapat melaksanakan

kegiatan 
.;;i*&;6 

ke;";it"-, koolfinasi, moaitoring

darrevalriasiderrgandib*kanangarankegiatarrsesuai
ketentrran Yang berlaku'

(21 Arrgg"t;-'-""-utg"i**t dimaksud pada ayat (tl
dialokasikan melalui u"grrn keuangan dan tata usatra

Pi*Pirrr" sekretariat daerah'

Pasal 14

(U Untuk kelancaran pelaksanaan hrgasnya Staf Ahli

didukung beberaP staf Pelaksana'



(2) Staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diltaq
dilaksanakan secara operasional dan administrasi melalui
sub bagran pada bagian keuangan dan t'ata' usaha
pimpinan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli dapat diberikan
kedudukan protokoler berdasarkan ketentuan serta dukungan
sarana dan prasaranakerja sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
eupiti Katingan Nomor 32 Tatnm 2011 tentang Uraian T\rgas,

fungsi dan tata kerja Staf Ahli Bupati Katingan (Berita Daeralt
KaoJupaten Katingan Tahun 2afl Nomor 321 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku-

Pasa1 L7

Peraturan Bupati ini mulai berLaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, Z! * 1? * e016

H. AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Kasongan
pada tan ,23 * 1e - eo16

KABUPATEN KATINGAN,

NI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2AL6 NOMOR }+T


